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ABSTRAK 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A, 

alat bukti penyadapan telepon digolongkan sebagai alat bukti petunjuk. Kasus 

korupsi yang menggunakan alat bukti penyadapan telepon adalah percobaan 

penyuapan terdakwa A terhadap jaksa U yang disadap oleh petugas Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam rangka meloloskan terdakwa S pada kasus BLBI 

Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat 

Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan imbalan 660.000 US dolar. 

Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan 

telepon dalam tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim 

terhadap alat bukti penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi? Jenis 

penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, data dianalisis secara 

kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Kekuatan pembuktian hasil penyadapan 

telepon berupa rekaman suara dari hasil penyadapan merupakan alat bukti lain 

yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk di muka 

persidangan. 2) Pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon 

dalam tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti berupa hasil 

penyadapan telepon oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak 

sah di muka persidangan. 

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Penyadapan, Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang 

boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.
1
 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 

perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai 

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya 

suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
2
 

Proses perkara pidana di Indonesia, alat bukti memegang peranan yang 

sangat penting, di mana alat bukti dapat membuat terang tentang terjadinya 

suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, 

untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di pengadilan. 

Praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai alat 

bukti, yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditetapkan mengenai alat 

bukti yang sah adalah : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

                                                      
1
M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 273.  
2
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 

Mandar Maju, Bandung, hlm 11. 



 

 

2 

 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum  

acara pidana yang bersifat memaksa (dwingen recht), artinya semua jenis alat 

bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau 

dikurangi.
3
 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

pada Pasal 26A yang berbunyi: 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan 

itu; dan  

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 

 

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan dan merekam 

pembicaraan bagi pihak-pihak yang dicurigai atau diduga kuat melakukan atau 

terlibat dalam tindak pindana korupsi. 

Pelaku tindak pidana korupsi biasanya secara rahasia melakukan 

pembicaraan melalui telepon dengan pejabat negara, agar tidak diketahui oleh 

                                                      
3
Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana), Citra Aditya 

Bhakti, Jakarta, hlm 181. 
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penegak hukum. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 

penyadapan telepon terhadap pelaku yang terindikasi atau diduga melakukan 

tindak pidana korupsi, agar mendapatkan alat bukti untuk mengungkap kasus 

tindak pidana korupsi tersebut. 

Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap beberapa kasus 

korupsi di Indonesia dengan berbagai alat bukti termasuk alat bukti berupa 

hasil penyadapan telepon, antara lain kasus tindak pidana percobaan penyuapan 

terdakwa A terhadap jaksa U senilai 660.000 US dolar (sekitar 6 miliyar rupiah) 

dalam rangka meloloskan terdakwa S pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional 

Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan 

Perkara (SP3). Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 

mengungkap percobaan penyuapan itu dengan adanya bukti percakapan antara 

terdakwa A dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil 

disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan inilah percakapan yang pada 

akhir pembicaraan terungkap, terdakwa A meminta jaksa U untuk segera 

mengambil uang yang sudah dijanjikan. "Ya, pokoknya ini jangan terlalu lama 

juga barang itu dirumahku kelamaan dibrankasku," kata terdakwa A dalam 

rekaman itu. jaksa U lantas memastikan kembali uang yang akan diterimanya 

harus sesuai dengan yang diperjanjikan. "Iya, yang kemarin enamkan (6 

miliyar rupiah)?" ,jawab terdakwa A. Mendengar jawaban terdakwa A, jaksa U 

hanya tertawa.
4
 Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan alat bukti berupa 

hasil rekaman pembicaraan melalui telepon kepada hakim dan hakim 

                                                      
4
Junaedi, 2012, Komisi Anti Korupsi di Negeri Sarat Korupsi dan Birokrasi yang Serba 

“Komisi”, http://www.pemantauperadilan.com, diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 19.18 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dolar_AS
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menerima alat bukti tersebut sebagai bukti para pelaku telah melakukan tindak 

pidana korupsi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi berjudul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Penyadapan Telepon 

dalam Tindak Pidana Korupsi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon dalam tindak 

pidana korupsi?  

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon 

dalam tindak pidana korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon dalam 

tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan 

telepon dalam tindak pidana korupsi. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka yang menitik beratkan pada putusan pengadilan.
5
 

                                                      
5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm 13. 
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2. Sumber Data 

Sumber yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
6
 Dalam penelitian hukum, data 

sekunder mencakup: 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
7
 Dalam tulisan ini 

diantaranya: 

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4) Putusan perkara No.164 PK/Pid.Sus/2009.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya.
8
 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks 

kumulatif dan seterusnya.
9
 

                                                      
6
Ibid, hlm 12. 

7
Ibid, hlm 13. 

8
Ibid 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, 

yaitu studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literature dan jurnal-

jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah 

penelitian.
10

 

4. Analisis Data 

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah disusun secara 

sistematis kemudian dianalisis dengan kualitatif, yaitu sebuah penelitian 

riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan 

lebihmenampakkan proses maknanya, sehingga diperoleh kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
11

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
9
Ibid 

10
 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm 112. 
11

 Sudarman Darwin, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, hlm 

40. 


